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PUTUSAN
Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:
Sintong Harahap, beralamat di Jalan Patung V/II No.11 RT/RW :
013/004, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat,
Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat I;
Winner Harahap, beralamat di KP. Kapling Permai RT/RW: 001/004 Kel.
Ekang Anculai, Kec. Teluk Sebong, Kabupaten Bintan,
untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
Naek P. Harahap, beralamat di Jalan Pasar Baru Sitorang, Desa Sitorang,
Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir,
Sumatera Utara, untuk selanjutya disebut sebagai
Penggugat lii;
Penggugat |, Penggugat Il dan Penggugat Ill secara
bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panahatan
Hutajulu, S.H. dan Chandra T.P. Lubis, S.H.,
Pengacara/Advokat/Penasehat Hukum pada
Panahatan Hutajulu, S.H. & Rekan yang beralamat di
Jalan Patuan Nagari No. 3 Balige, Kabupaten Toba
Samosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29
Mei 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan
Negeri Balige pada tanggal 1 September 2020 dengan
nomor 356/SK/2020/PN Big;
Lawan:
Rismauli Frida Aruan, beralamat di Jalan Abadini Raya No.23-A, RT/RW
002/001, Kelurahan  Jatiwaringin, Kecamatan
Pondokgede, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut
sebagai Tergugat I;
Lince Harahap, beralamat di Rusun Dakota 9B/507, RT/RW 009/011,
Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut

sebagai Tergugat II;
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Donna Harahap, beralamat di Kampung Muara Bahari, RT/RW 007/015,
Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok,
Jakarta Utara, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut
sebagai Tergugat llI;

Hermida Hutahaean, beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan
Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba
Samosir, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut
sebagai Tergugat IV;

Nurani Siahaan, beralamat di Jalan Kartini Soposurung, Kelurahan
Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten
Toba Samosir, Sumatera Utara, untuk selanjutnya
disebut sebagai Tergugat V;

Zusanna Tiurmaida Harahap, beralamat di Jalan Menteng Atas Selatan
I, RT/RW 006/012, Kelurahan Menteng Atas,
Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Pdt.Tunggul Harahap, beralamat di Jalan P. Biak 3 No. 129 RT/RW :
002/006, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi
Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, untuk selanjutnya
disebut sebagai Tergugat VII;

M.H Panangian Harahap, beralamat di Jalan Cendrawasih Raya No 8A
RT/RW : 001/008, Kelurahan Kebayoran Lama
Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut
sebagai Tergugat VIII;

Pdt. Freddi Harahap, beralamat di Jalan Sei Mencirim No.111, Kel.
Babura Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan,
Sumatera Utara untuk selanjutnya disebut sebagai
Tergugat IX;

Jonny Harahap, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 129
Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti
Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, untuk
selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;
Tergugat |, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat 1V,
Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII,
Tergugat IX, dan Tergugat X secara bersama-sama

disebut sebagai Para Tergugat, dalam hal ini
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memberikan Kuasa kepada Andilo Sinaga, S.H.
advokat/penasehat pada Kantor Hukum Andilo
Sinaga,S.H. & Rekan beralamat di Jalan Balai Desa B-
21, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal,
Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26
Oktober 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan
Negeri Balige pada tanggal 3 November 2020 dengan
nomor 47/SK/2020/PN Blg;

Mangasi Halomoan Harahap, bertempat tinggal di Jalan
Sisingamangaraja No. 119 Kelurahan Pasar laguboti,
Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir,
Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat I;

Kelurahan Pasar Laguboti, berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani,
Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti,
Kabupaten Toba, untuk selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat II;

Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba, berkedudukan
di jalan Somba Debata No0.3, Kecamatan Balige,
Kabupaten Toba, dalam hal ini memberikan Kuasa
kepada Paing Pangaribuan, S.Sit.,,M.H., Betric
Banjarnahor, S.H., dan Rika Shandora, S.H., masing-
masing PNS atau pegawai pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Kabupaten Toba Samosir yang beralamat
di Jalan Somba Debata No.3 Balige berdasarkan Surat
Kuasa Khusus  Nomor  324/Sku-12.12/1X/2020
tertanggal 3 September 2020 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal
22 September 2020 dengan Nomor 39/SK/2020/PN
Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat
Iil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang

bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
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TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1

September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Balige pada tanggal 1 September 2020 dalam Register Nomor

74/Pdt.G/2020/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan hukum gugatan penggugat — penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa alm JONATHAN HARAHAP dan Br NASUTION adalah suami istri
semula tinggal di Laguboti di Jalan Sisingamangaraja No 121 Kelurahan
Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti dan alm JONATHAN HARAHAP ke
Laguboti adalah sebagai mantri/tenaga kesehatan yang mana kehadiran
alm JONATHAN HARAHAP dituliskan dalam buku Sejarah Pembangunan
Gereja yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP-Pembangunan Laguboti bahwa
alm JONATHAN HARAHAP sudah berada di Laguboti sekitar tahun 1891
dan seorang Mantri yang ikut dalam pembangunan Gereja di Laguboti dan
sekitarnya alm JONATHAN HARAHAP merupakan “OMPUNG” (moyang)
para pihak berperkara;

2. Bahwa alm JONATHAN HARAHAP dan Br NASUTION telah meninggal
dunia dan berlaku baginya dan para ahli waris secara khusus adalah hukum
adat Batak dan Hukum Pewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum
Perdata (KUHPerdata) tentang pewarisan sebagaimana hukum yang
berlaku di Indonesia Alm. JONATHAN HARAHAP dan Br NASUTION
dikuburkan di sebidang tanah warisannya di Kelurahan Pasar Laguboti
Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, yang sekaligus juga menjadi tanah
pekuburan untuk keturunan Alm JONATHAN HARAHAP;

3. Bahwa semasa hidupnya AlIm. JONATHAN HARAHAP ada meninggalkan
sebidang tanah peninggalan yang belum pernah dibagi keturunannya ( ahli
waris ) yang terletak di Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Lagboti
Kabupaten Toba yang luasnya kurang lebih 70 m (tujuh puluh meter) x

kurang lebih 100 m (seratus meter) dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Timur : Tanah Solo Aruan;

Sebelah Barat : Tanah Sudin Sibarani;

Sebelah Selatan  : Indomaret dan Perumahan Masyarakat;
Sebelah Utara : Tembok;

dan sekaligus menjadi Objek Perkara
4. Bahwa AIm. JONATHAN HARAHAP semasa hidupnya mempunyai 4
(Empat) orang anak yaitu :
- Alm. AGUS HARAHAP Br LUMBAN TOBING
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- Alm. JOSEPH HARAHAP Br PANJAITAN
- Alm. PETRUS HARAHAP Br. SIAHAAN
- Alm. HENOCK HARAHAP Br ARUAN
5. Bahwa anaknya yang pertama Alm. AGUS HARAHAP Br LUMBAN TOBING
mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
- FIRMAN HARAHAP Br NAINGGOLAN
- PARLINDUNGAN HARAHAP Br SIMATUPANG,

6. Bahwa anaknya yang kedua Alm. JOSEPH HARAHAP Br PANJAITAN
mempunyai 1 (satu) orang anak vyaitu IMMANUEL HARAHAP Br
PANJAITAN,;

7. Bahwa anaknya yang ketiga Alm. PETRUS HARAHAP Br SIAHAAN
mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu TOGA HARAHAP Br TAMBUNAN

8. Bahwa anaknya yang ke empat Alm. HENOCK HARAHAP Br ARUAN
mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu
- JONNES HARAHAP Br HUTAPEA
-  ROBINSON HARAHAP Br ARUAN

9. Bahwa FIRMAN HARAHAP Br NAINGGOLAN mempunyai 2 (dua) orang
anak yaitu:

- ERWAN HARAHAP Br SIMANJUNTAK
- BERTHUS HARAHAP

10. Bahwa PARLINDUNGAN HARAHAP Br SIMATUPANG mempunyai 2 (dua)

orang anak yaitu :
- ALEX HARAHAP Br SIMATUPANG
- SINTONG HARAHAP Br NASUTION (Penggugat I)

11. Bahwa IMMANUEL HARAHAP Br PANJAITAN mempunyai 4 (empat) orang

anak yaitu :

- RIHARD HARAHAP Br PANJAITAN

- BERESMAN HARAHAP Br PANJAITAN

- HATORANGAN HARAHAP Br SILITONGA
- GANAS HARAHAP Br SILITONGA

12. Bahwa TOGA HARAHAP Br TAMBUNAN mempunyai 4 (empat) orang anak

yaitu;

- MANGASI HARAHAP Br HUTAHAEAN

- WINNER HARAHAP Br MANULLANG (Penggugat I1)
- KIRIS HARAHAP Br SILALAHI

- HOTMA HARAHAP Br. HUTAHAEAN
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13. Bahwa JONNES HARAHAP Br HUTAPEA mempunyai 7 (tujuh) orang anak
yaitu :
- JANSEN HARAHAP Br SIMANJUNTAK
- VICTOR HARAHAP Br HUTAHAEAN
- PARADA HARAHAP Br SIAHAAN
- TUNGGUL HARAHAP Br PANGGABEAN
- HALIM HARAHAP Br. HUTABARAT
- FREDY HARAHAP Br PANJAITAN
- JONNY HARAHAP Br. HUTAPEA
14. Bahwa ROBINSON HARAHAP Br ARUAN mempunyai 1 (satu) orang anak
yaitu :
- JONATHAN HARAHAP
15. Bahwa RINHARD HARAHAP Br PANJAITAN mempunyai 2 (dua) orang
anak yaitu;
- JUSMAN HARAHAP Br PANJAITAN
- NAEK P. HARAHAP Br RAJAGUKGUK (Penggugat I11)
16. Bahwa BERESMAN HARAHAP mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu;
- MANAJON HARAHAP Br PANJAITAN
- NELSON HARAHAP Br PANJAITAN
17. Bahwa HATORANGAN HARAHAP mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu;
HENRY HARAHAP Br PARDOSI
18. Bahwa GANAS HARAHAP mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu;
- KRIS HARAHAP Br SILITONGA
- HENDRA HARAHAP
19. Bahwa MANGASI HARAHAP Br HUTAHAEAN mempunyai 2 (dua) orang
anak yaitu:
- ALWIN HARAHAP Br PARDEDE
- JOSUA HARAHAP
- GINDO HARAHAP
20. Bahwa semasa hidup orangtua Para Penggugat berpesan bahwa tanah
perkara merupakan budel (warisan bersama) yang belum pernah dibagi
oleh Keturunan Alm. JONATHAN HARAHAP kepada ke 4 (empat) anaknya,
yaitu :
- Alm. AGUS HARAHAP Br LUMBAN TOBING;
- Alm. JOSEPH HARAHAP Br PANJAITAN;
- Alm. PETRUS HARAHAP Br. SIAHAAN;
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- Alm. HENOCK HARAHAP Br ARUAN;
21. Bahwa pesan turun-temurun atas tanah terperkara, yang selalu di ingatkan

kepada keturunan/ahli waris disampaikan “Tu _hamu angka gomparan ni

Harahap. dos roha muna. Molo adong gomparan anak manjae di Harahap
dos roha muna pajonjong jabu saparhutaan, dang boi di boru, dang boi di
gais, ise na manggais ikkon mate” yang artinya dalam bahasa Indonesia
“Buat anak-anakku keturunan Harahap, tetaplah seiya
sekata, Jika ada keturunanku Harahap Laki-laki yang sudah berkeluarga,
seiya-sekata lah kalian untuk mendirikan rumah masing-masing diatas
tanah warisanku ini, tanah warisan ini tidak boleh untuk perempuan, tidak

boleh dijual, siapapun yang menjual akan mati”
Berdasarkan silsilah tersebut diatas,

kurang lebih berarti :

22. maka garis pewarisan Alm.
JONATHAN HARAHAP ada 4 (empat) garis pancang, dengan masing-
masing berhak mendapatkan ¥ bagian dari pewaris (ref.Pasal 874 DAN 852
KUHPerdata) sebagai berikut :

i. Garis Pancang | , yaitu Alm. AGUS HARAHAP dilanjutkan keturunannya

laki-laki;

ii. Garis Pancang Il , yaitu Alm. JOSEPH HARAHAP Br PANJAITAN
dilanjutkan keturunannya laki-laki;

iii. Garis Pancang Ill , yaitu Alm. PETRUS HARAHAP Br. SIAHAAN

dilanjutkan keturunannya laki-laki;

iv. Garis Pancang lll, yaitu AiIm. HENOCK HARAHAP Br ARUAN dilanjutkan
keturunannya laki-laki;
Pewaris (+)Alm.Jonathan Harahap & Br.Nasution

(+)August (+)Joseph (+) Petrus Harahap | (+)Henock
Harahap (1/4 | Harahap (1/4 | (1/4 bagian) | Harahap (2/4
bagian) bagian) digantikan oleh: bagian) digantikan
digantikan digantikan oleh :
oleh: oleh:
1.Erwan 1.Jusma 1.Mangasi Harahap | 1.Jansen Harahap
Harahap Harahap 2. WinnerHarahap | 2.VicktorHarahap
2.Berhus 2.Naek 3. (+) Kiris Harahap | 3.ParadaHarahap
Harahap Harahap 4, 4. Tunggul
3.Sintong 3.Manajom (+)HotmaHarahap | Harahap
Harahap Harahap 5. Halim Harahap
4.Alex 4.Nelson 6. FredyHarahap
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Harahap Harahap 7. JonnyHarahap
5.Henry 8. (+)Robinson
Harahap Harahap
6.Kris Harahap Digantikan oleh
7.Hendra Jonathan Harahap
Harahap

23. Bahwa oleh karena tanah terperkara masih merupakan warisan bersama
(budel) dari Keturunan Alm. JONATHAN HARAHAP maka tanah terperkara
adalah milik bersama BERSAMA, dengan konsekuensi hukum tidak bisa
dilakukan perbuatan hukum apapun atas nya (antara lain tidak bisa diperjual
belikan kepada orang lain, tidak bisa disewakan, tidak bisa didirikan
bangunan permanen diatasnya, tidak bisa disertifikatkan atas nama pribadi)
yang dapat merugikan hak-hak para ahli waris tanpa persetujuan dari
seluruh keturunan dari Alim. JONATHAN HARAHAP;

24. Bahwa sekitar akhir tahun 2015 para Penggugat mengetahui bahwa Para
Tergugat dengan serakah nya telah menggugat Turut Tergugat | (Mangasi
Harahap) dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2015/PN.Blg tanggal 29
Desember 2015,tetapi dicabut karena meninggalnya ROBINSON
HARAHAP dan para Tergugat walaupun setelah kematian Alm. Robinson
Harahap, kembali Mengajukan gugatan dengan register Perkara Nomor
10 / Pdt.G / 2016 / PN.Blg tanggal 17 Februari 2016 kepada Turut

Tergugat |. Para Penggugat mengetahui bahwa paraTergugat
memperkarakan Turut Tergugat | walaupun Turut Tergugat | dengan itikad
baik melakukan pengelolaan dan penjagaan tanah warisan beratus tahun
lebih, turun-temurun (sejak dari penguasaan Alm PETRUS HARAHAP
ahli waris GARIS PANCANG Il dari Alm. JONATHAN HARAHAP) karena
adanya klaim para Tergugat secara sepihak dengan mengatakan bahwa
tanah terperkara adalah milik para Tergugat yang mengatakan tanah
perkara adalah warisan dari Alm. Henock Harahap (GARIS PANCANG IV
dari Aim. JONATHAN HARAHAP), klaim para Tergugat ini adalah jelas
melawan hukum, bahkan melawan adat Batak dan Kepatutan;

25. Bahwa para Penggugat juga sangat terkejut karena diebagian tanah perkara
telah Berdiri bangunan rumah permanen milik Tergugat | dan terbit
Sertifikat Hak milik No 159 tahun 2013 Kel Pasar Laguboti, dimana fakta
hukumnya,bangunan rumah dengan sertifikat tersebut jelas-jelas tanpa
persetujuan dari seluruh Ahli Waris Alm.  JONATHAN HARAHAP, dalam
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hal ini terkhusus para Penggugat. Tergugat | mengklaim bahwa tanah
perkara sebagai miliknya dan para Tergugat selaku keturunan dari Alm.
HENOCK HARAHAP, yang (lagi-lagi ditegaskan) fakta hukumnya Alm.
HENOCK HARAHAP hanyalah salah seorang, anak keempat dari Alm.
JONATHAN HARAHAP selaku pewaris/pemilik bidang tanah;

26. Bahwa para Tergugat yang menggugat Turut Tergugat | (Mangasi Harahap)
yang terang juga merupakan keturunan dari Alm. JONATHAN
HARAHAP dari Garis Pancang IlI-Alm. PETRUS HARAHAP, dengan
menyatakan bahwa tanah perkara yang terletak di Kelurahan Pasar
Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba adalah semata-mata milik
dari para Tergugat yang diwariskan oleh Alm. HENOCK HARAHAP,
sementara kenyataannya Tanah Perkara masih merupakan Warisan
bersama yang belum pernah dibagi-bagi dan masih budel bagi seluruh Ahli
Waris  dari Alm. JONATHAN HARAHAP Klaim sepihak para Tergugat
jelas melawan hukum dan norma adat Batak, karena menghilangkan
paksa hak mewaris tiga anak Dari Alm. JONATHAN HARAHAP yang
diwakili/digantikan para Penggugat;

27. Bahwa setelah mengetahui hal-hal tersebut, para Penggugat dengan itikad
baik, beberapa-kali mencoba menghubungi para Tergugat untuk
membicarakan persoalan Tanah Perkara dan harta peninggalan lainnya
yang merupakan warisan bersama Agar dibagi 4 (empat) oleh keturunan
Alm. JONATHAN HARAHAP sesuai hukum yang berlaku, akan tetapi
paraTergugat tidak mau,dan berkeras menyatakan bahwaTanah Perkara
merupakan milik para Tergugat selaku keturunan dari Alm. HENOCK
HARAHAP (ditegaskan kembali posisinya selaku anak dari Alm. JONATHAN
HARAHAP yang keempat), dan tanpa alasan yang masuk diakal dan
berdasar hukum yang terang, menghilangkan hak para Penggugat atas
tanah  perkara harta peninggalan Alm. JONATHAN HARAHAP ;

28. Bahwa atas klaim para Tergugat, serta permasalahan penguasaan Tanah

Perkara, selalu tetap diupayakan perdamaian, tetapi para Tergugat tidak

pernah ada itikad baik untuk duduk bersama dalam membagi warisan
Tanah Perkara secara adil, bahkan Nasehat dari ahliwaris dari
GARIS PANCANG I (Sintong Harahap bersama Alex Harahap)

dan GARIS PANCANG Il (Naek P. Harahap) untuk berdamai, dan bahkan
Ahli waris dari GARIS PANCANG | dan GARIS PANCANG II pernah
menyampaikan dengan bijaksana untuk pembagian warisan perwakilan dari
GARIS PANCANG | dan GARIS PANCANG Il tersebut cukup hanya
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mendapatkan “saparjabuan” (satu persil Tanah hanya untuk didirikan
rumah tinggal), sisanya dibagi bersama antara GARIS PANCANG llI
(diwakili Mangasi Harahap dan saudara-saudaranya) dan GARIS
PANCANG IV (para Tergugat) sebagai penghargaan karena garis pancang—
garis pancang inilah yang tinggal di Laguboti dan menjaga tanah warisan
alm.JONATHANHARAHAP, tetapi niat baik berdamai ini pun ditolak Para
Tergugat (diwakili Jonny Harahap) karenanya terlihat jelas suatu niat Jahat
para Tergugat untuk menguasai keseluruhan Tanah Perkara dengan
melawan hukum.

29. Bahwa mendengar hal tersebut para Penggugat yang juga merupakan
keturunan dari Alm. Jonathan Harahap yang berhak, sangat terkejut dan
sangat keberatan karena benar-benar tidak melihat ada kehendak untuk
berdamai atas masalah Tanah Perkara warisan, karena jelas berdasarkan
pesan dari orang tua para Penggugat bahwa tanah perkara merupakan
warisan dari Aim. JONATHAN HARAHAP yang belum pernah dibagi—bagi
dan masih budel,

30. Bahwa Tergugat | dengan niat jahat, keserakahan dan tidak menghormati
ahli waris dari Alm. JONATHAN HARAHAP lainnya, atas tanah yang ada
bangunan rumah milik Tergugat | yang berada diatas Tanah Perkara telah
terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 159 Tahun 2013 atas nama ROBINSON
HARAHAP (almarhum) suami dari RISMAULI FRIDA ARUAN (Tergugat )
yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba
(Turut Tergugat Ill) yang terang tanpa kehatian-hatian, tanpa terlebih dahulu
benar-benar saksama meneliti riwayat dan data yuridis Tanah Perkara,
kehati—hatian ini penting, untuk memastikan bahwa tanah tersebut apakah
benar-benar merupakan hak milik semata Alm. ROBINSON HARAHAP atau
masih merupakan warisan bersama (budel) dari keturunan dari Alm.
JONATHAN HARAHAP?;

31. Bahwa Fakta, bidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 159 Tahun
2013 atas Nama ROBINSON HARAHAP adalah bagian dari Tanah Perkara,
yang merupakan Tanah milik Alm .JONATHAN HARAHAP yang belum
pernah dibagi. kemudian, tanpa persetujuan para Penggugat diajukan
permohonan (sertifikat) hak milik ke Kantor Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Toba Samosir atas bidang tanah yang ada bangunan rumah
Alm. ROBINSON HARAHAP dan RISMAULI FRIDA ARUAN (Tergugat 1)
yang berada diatas tanah terperkara, dimana tentulah surat-surat yang

memuat data yuridis dan data lapangan adalah kekeliruan dan manipulasi
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belaka, Karena jelas tanpa sepengetahuan dan tidak ada persetujuan
semua ahli waris dari AlIm JONATHAN HARAHAP, terkhusus para
Penggugat.

32. Bahwa Surat Administrasi pengurusan Sertifikat yang diketahui oleh Kepala
Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba (Turut
Tergugat Il) Jika pun ada adalah jelas kekeliruan yang nyata atas riwayat
kepemilikan tanah, karena Tanah Perkara jelas-jelas dan terang masih
merupakan warisan bersama (budel) dari keturunan Alm. JONATHAN
HARAHAP Tanah Perkara adalah milik Alm.Jonathan Harahap yang
mempunyai empat orang anak dengan hak yang sama sehingga
pengklaiman sepihak yaitu para Tergugat yang tidak dilakukan pengecekan
Kebenaran data yuridis dan lapangan oleh Turut Tergugat Il dan Turut
Tergugat lll, Jelas adalah perbuatan melawan hukum ;

33. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat dengan niat jahat, tidak menghargai
dan terang-terangan meniadakan hak waris dan hak kepemilikan bersama
para Penggugat selaku ahli waris sah dari Alm.JONATHAN HARAHAP atas
Tanah  Perkara, yang jelas masih merupakan warisan bersama (budel)
dan belum pernah dibagi bersama ahli waris dari Alm. JONATHAN
HARAHAP, maka terang benderang kalau perbuatan para Tergugat adalah
merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

34. Bahwa atas penguasaan Tergugat | dengan melawan hukum (tanpa
persetujuan ahli Waris sah Alm. JONATHAN HARAHAP) membangun
bangunan permanen (rumah) di atas sebagian tanah terperkara, dan
dengan melawan hukum juga (tanpapersetujuan ahli waris Alm. JONATHAN
HARAHAP) memohonkan penerbitan Sertipikat Hak Milik No.159 tahun
2013 atas nama ROBINSON HARAHAP di Kelurahan Pasar Laguboti, serta
perbuatan para Tergugat yang mengklaim tana Terperkara menjadi miliknya
secara sepihak dengan meniadakan hak mewaris tiga Garis pancang waris
lainnya dari Alm. JONATHAN HARAHAP (pada hal hak mewaris Ini
dilindungi dan digariskan oleh hukum secara terang benderang, mohon
diperhatikan Pasal 874 dan 852 KUHPerdata), mengakibatkan para
Penggugat Menjadi terhalang dalam memanfaatkan dan menguasai Tanah
Perkara Para Tergugat betul-betul tidak menghormati para Penggugat
yang adalah juga ahli waris dari Alm. JONATHAN HARAHAP atas tanah
Perkara yang terang masih milik bersama, termasuk juga tidak menghormati
Turut Tergugat | yang sudah menjaga tanah warisan turun-temurun dari
anak AlIm. JONATHAN HARAHAP ketiga (AIm.PETRUS HARAHAP) berates
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tahun lebih, sehingga para Penggugat mengalami nyata-nyata kerugian
moril dan materil;

35. Kerugian materiil berupa pengeluaran pembayaran tiket-tiket pesawat, sewa
mobil, Dan akomodasi biaya-biaya yang timbul dalam upaya
penyelesaian permasalahan Tanah perkara waris ini yang harus
dikeluarkan dan menjadi beban para Penggugat. biaya tersebut muncul
untuk mobilisasi dari tempat kedudukan para Penggugat Menuju ke
Kelurahan Pasar Laguboti serta kembali ketempat kedudukan. Termasuk
Juga biaya-biaya konsultasi dan jasa hukum dengan para konsultan hukum
yang Tentu tidak kecil jumlahnya sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 ini
pengeluaran tersebut jika ditotal bisa sejumlah kurang lebih Rp.
300.000.000,00 (tiga Ratus juta rupiah);

36. Sedangkan untuk kerugian moril/immaterial ini, tentulah sangat sukar dinilai
dengan Uang karena menyangkut harga diri atau kehormatan seorang
manusia, terlebih Posisi para Penggugat dan keturunannya dalam
pergaulan hidup dimasyarakat dan Kehidupan adat Bangso Batak. Tapi
kerugian ini jelas terasa dialami karena para Penggugat merasa dihina, dan
para Penggugat merasa malu dan hilang harga diri dalam pergaulan
masyarakat dan acara-acara adat, adanya anggapan bahwa para
Penggugat selaku ahliwaris dari Alim. JONATHAN HARAHAP tidakmampu
mempertahankan haknya, bahkan banyak pihak-pihak lain yang mengambil
keuntungan dengan melawan hukum dari perselisihan sesama keturunan
Alm. JONATHAN HARAHAP ini, dengan menyerobot tanah, pembuatan
perjanjian sewayang timpang, semuanya merugikan ahli waris atas harta
peninggalan Alm. JONATAHAN HARAHAP. Maka untuk kerugian
menyangkut harga diripara Penggugat selaku ahli waris dari Alm.
JONATHAN HARAHAP (masing-masing Mewakili dari GARIS PANCANG |-
AGUS HARAHAP, GARIS PANCANG II- JOSEPH HARAHAP, GARIS
PANCANG III-PETRUS HARAHAP) patut para Penggugat menilai Kerugian
immaterial ini serendah-rendahnya Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)
untuk masing-masing ahli waris per—garis pancang, atau sebesar yang patut
menurut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberi nilai “harga diri”
atau “kehormatan” seorang manusia atau satu garis pancang waris dari Alm.
JONATHAN HARAHAP dalam pergaulan hidup masyarakat adat Batak dan
hidup sehari-hari;

37. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat didukung oleh peristiwa hukum

yang Logis alasan hukum dan bukti-bukti autentik serta pengakuan-
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pengakuan yang tidak terbantahkan maka sangat beralasan menurut
hukum apabila Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan dengan serta
merta meskipun adanya upaya hukum Banding maupun kasasi
(nietvoerbaarbijvoorraad);

38. Bahwa agar terhadap surat-surat yang ditimbulkan oleh para Tergugat
maupun orang lain yang tanpa hak yang seolah—olah menimbulkan
kepemilikan sah bagi para Tergugat maupun menimbulkan
kepemilikan/penguasaan seolah-olah sah bagi  Orang lain diatas tanah
perkara (sebagian atau seluruhnya) padahal jelas dan terang Melawan
hukum dan merugikan para Penggugat, maka segala macam surat-surat
demikian yang berhubungan dengan Tanah Perkara waris bersama ini,
tentulah harus dinyatakan TIDAK SAH atau tidak mempunyai kekuatan
hukum dan tidak Mengikat bagi para Penggugat atau sepatutnya batal demi
hukum sejak semula timbul,

39. Bahwa melihat kenyataan selama ini tidak adanya itikad baik dari pada para
Tergugat walaupun sudah ditemui,ditegur para Penggugat untuk membagi
dengan Adil Tanah Perkara serta agar tidak lagi mengklaim Tanah Perkara
sebagai milik Para Tergugat semata, atau bahkan karena terangnya
kenyataan adanya niat jahat Para Tergugat ingin menguasai sendiri Tanah
Perkara, padahal Tanah Perkara masih Merupakan warisan bersama dan
belum pernah dibagi (budel) oleh keturunan Alm. JONATHAN HARAHAP
,serta fakta tidak ada upaya baik—baik menyelesaikan sengketa warisan
Tanah Perkara hingga berlarut-larut,maka adalah patut dan  beralasan
menurut hukum, para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom)
kepada para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tiap
harinya sejak atas perkara ini terdapat putusan yang berkekuatan hukum
tetap;

40. Bahwa demi menjaga gugatan ini tidak hampa adanya, adalah patut dan
beralasan jika terhadap tanah terperkara diletakkan sita diatasnya, karena
sangat beralasan Dan dikhwatirkan tanah terperkara (sebagian atau
keseluruhan) dipindah tangankan Para Tergugat kepada pihak lain dengan
cara-cara curang, melawan hukum, semata Untuk menguntungkan diri
para Tergugat sendiri, sehingga jelas bisa merugikan para Penggugat
sebagai ahli waris yang berhak juga atas Tanah Perkara;

41. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat mengklaim Tanah Perkara milik para

Tergugat dan menyatakan tanah terperkara bukan milik para Penggugat,
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tentulah Sangat beralasan agar para Tergugat dihukum untuk membayar
ongkos perkara yang timbul dalam perkaraini.

42. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Ketua
Pengadilan Negeri Balige menentukan suatu hari Persidangan dengan
memanggil para pihak berperkara untuk bersidang di Pengadilan Negeri
Balige dengan membuat putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan para Penggugat adalah sah dan
berharga;

3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 159 Tahun 2013 atas nama
ROBINSON HARAHAP adalah tidak berkekuatan Hukum Tetap;

4. Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat
adalah ahli waris yang dari Alm. JONATHAN HARAHAP;

5. Menyatakan Tanah Terperkara yang terletak di Kelurahan Pasar Laguboti
Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir seluas kurang lebih 70 m
(tujuh puluh meter) x kurang lebih 100 m (seratus meter) dengan batas-

batas sebagai berikut;

Sebelah Timur : Tanah Solo Aruan

Sebelah Barat : Tanah Sudin Sibarani

Sebelah Utara : Tembok

Sebelah Selatan : Indomaret dan Perumahan Masyarakat

Adalah tanah milik dari AIm. JONATHAN HARAHAP dan menjadi milik
bersama dari Para Penggugat dan Para Tergugat selaku keturunan ahli
waris dari Alm. JONATHAN HARAHAP;

6. Menghukum para Tergugat untuk melepaskan, menyerahkan dan
mengosongkan Tanah Perkara dalam keadaan semula karena masih budel
tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai lebih leluasa oleh
Ahli waris Alm. JONATHAN HARAHAP;

7. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah terperkara yang di
terbitkan para Tergugat maupun orang lain tanpa sepengetahuan para
Penggugat selaku ahli Waris dari Alm. JONATHAN HARAHAP adalah tidak
sah dan tidak berkekuatan hukum atau setidak-tidaknya dikesampingkan
dalam perkara ini;

8. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum

(onrecht matige daad);
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9. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian moril maupun materil
kepada para Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan
Mengadili Perkara ini;

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)
kepada Para Penggugat selaku ahli Waris dari Alm. JONATHAN HARAHAP
sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta ribu rupiah) sejak gugatan berkekuatan
hukum tetap;

11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun
adanya perlawanan Banding dan Kasasi (niet voerbaar bij voorraad);

12. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul
dalam Perkara ini;

Dan apabila Ketua Pengadilan Negeri Balige cq. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-
adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para
Penggugat datang menghadap Kuasa Para Penggugat tersebut di atas, Para
Tergugat datang menghadap Kuasa Para Tergugat tersebut di atas, Turut
Tergugat | datang menghadap sendiri di persidangan dan Turut Tergugat lIlI
datang menghadap ke persidangan Kuasa Turut Tergugat Il tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari persidangan tersebut, Turut
Tergugat Il tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dilakukan
beberapa kali panggilan oleh Saudara Robert Aris Dwi Putra Simanjuntak,S.Ti,
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige berdasarkan relaas
panggilan tanggal 3 September 2020, tanggal 29 September 2020, dan tanggal
15 Oktober 2020 sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan di
dalam relaas panggilan tersebut, Jurusita Pengganti tersebut telah
menerangkan di dalam relaas tersebut jika Jurusita Pengganti telah melakukan
panggilan ditempat kediaman Turut Tergugat Il sendiri, dan disana Jurusita
Pengganti bertemu serta berbicara dengan Turut Tergugat Il sendiri, kemudian
relaas panggilan tersebut ditandatangani oleh yang bersangkutan dan dibubuhi
stempel Kelurahan Pasar Laguboti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arija Br.

Ginting, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;
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Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20
November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para
Penggugat melalui Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para
Tergugat melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai
berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Obscuur Libel

- Bahwa gugatan menjadi kabur karena jenis gugatan perdata ini tidak jelas
apakah merupakan Gugatan Pembagian Warisan atau Gugatan Perbuatan
Melawan Hukum. Kejelasan gugatan ini sangat perlu sebab akan
menentukan tanah mana yang menjadi objek gugatan. Perlu para tergugat
tegaskan di sini bahwa total keseluruhan tanah peninggalan Aim. JONATAN
HARAHAP/Br. NASUTION bukan hanya 70m X 100m saja, sebab
sebenarnya masih ada tanah lain yang sudah di bagi bagi kepada keturunan
lainnya. Tanah seluas 7.000 m2 yang terletak di Laguboti adalah marupakan
warisan yang menjadi bagian dari HENOCK HARAHAP sedangkan tanah
tanah lain di Laguboti maupun tanah lain di Hutaimbaru masih ada yang
seharusnya diterangkan dalam Surat Gugatan ini.

- Bahwa kemudian jika gugatan ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan
Hukum maka harus juga dipastikan apakah objek gugatan ini adalah
keseluruhan tanah berukuran 70m X 100m atau hanya sebagian saja, sebab
dalam hamparan tanah berukuran 70m X 100m diketahui masih ada tanah
seluas £ 350 m2 (kurang lebih tiga ratus lima puliuh meter persegi) yang
masih tersangkut perkara lain yaitu Perkara Nomor 1746 K/Pdt/2019 junto
Perkara Nomor 327/Pdt/2018/PT-MDN junto perkara nomor
78/Pdt.G/2016/PN.Blg yang telah ber kekuatan hukum tetap dan sekarang
tinggal menunggu pelaksanaan eksekusinya saja.

- Bahwa demikian juga jika yang menjadi objek gugatan adalah Sertifikat Hak
Milik Nomor 159 Tahun 2013 atas nama ROBINSON HARAHAP maka dapat
dipastikan ukuran dan luas tanah dalam sertifikatnya bukanlah 70m X 100m.

- Bahwa karena Surat Gugatan penggugat telah mencampur aduk Gugatan
Pembagian Warisan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berakibat
pada objek gugatan dan ukurannya tidak benar maka dengan demikian Surat

Gugatan dalam perkara ini adalah kabur.
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2. Eksepsi Doli Prae Sintis

- Bahwa terdapat unsur licik dalam surat gugatan pada perkara ini sebab kuat
dugaan jika surat gugatan ini diajukan hanyalah merupakan gugatan pura
pura (pro forma) untuk tujuan menghalang halangi proses eksekusi dalam
Perkara lain sebab di dalam tanah terperkara yang menjadi objek gugatan
perkara aquo masih ada tanah seluas + 350 m2 (kurang lebih tiga ratus lima
puluh meter persegi) yang masih tersangkut perkara lain yaitu Perkara
Nomor 1746 K/Pdt/2019 junto Perkara Nomor 327/Pdt/2018/PT-MDN junto
perkara nomor 78/Pdt.G/2016/PN.BIg.

- Bahwa di dalam perkara Nomor 1746 K/Pdt/2019 junto Perkara Nomor
327/Pdt/2018/PT-MDN junto perkara nomor 78/Pdt.G/2016/PN.Blg tersebut
pihak yang berperkara adalah; Rismauli Frida Aruan sebagai Penggugat |,
Lince Harahap sebagai Penggugat I, Donna Harahap sebagai Penggugat
lll, Hermida Hutahaean sebagai Penggugat IV, Nurani Siahaan sebagai
Penggugat V, Zusanna Tiurmaida Harahap sebagai Penggugat VI, Pdt.
Tunggul Harahap sebagai Penggugat VII, M.H. Panangian Harahap
sebagai Penggugat Vill, Pdt. Freddi Harahap sebagai Penggugat IX,
Jonny Harahap sebagai Penggugat X melawan Mangasi Halomoan
Harahap sebagai Tergugat, dan sampai dengan pemeriksaan tingkat
Kasasi di Mahkamah Agung perkara tersebut dimenangkan oleh para
Penggugat (sekarang para Tergugat).

- Bahwa di saat proses perkara tersebut sudah akan melaksanakan eksekusi
tiba tiba saja para Tergugat menerima sebuah Surat Gugatan lagi, sehingga
timbul dugaan kuat jika Mangasi Halomoan Harahap sebagai pihak yang
kalah dalam perkara yang lama tersebut telah bersekongkol dengan Naek
Harahap untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo.

- Bahwa dugaan persekongkolan ini sangatlah beralasan sebab pada tahun
2014 juga Mangasi Halomoan Harahap bersama sama dengan Naek
Harahap pernah juga secara bersama sama mengajukan Gugatan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan objek yang sama yaitu
Sertifikat Hak Milik No. 159 Tahun 2013 atas nama ROBINSON HARAHAP
dalam perkara Nomor: 35/G/2014/PTUN-MDN jo. Nomor:
219/B/2014/PT.TUN-MDN jo. Nomor: 285 K/TUN/2015.

- Bahwa gugatan yang diajukan hanya untuk mengelabui beberapa perkara
lainnya tentu telah menimbulkan kerugian yang besar tidak hanya buat Para
Tergugat saja akan tetapi juga kerugian buat Negara sebab sesungguhnya

pengajuan gugatan ini dilakukan tanpa pertimbangan yang matang

Halaman 17 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga penyelenggaraan suatu persidangan yang seharusnya adalah
mulia dan agung justru telah dibuat seolah olah hanya sebagai sebuah
permainan atau dagelan saja.

3. Ekespsi Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat

Bahwa pembagian warisan berdasarkan KUHPerdata dikenal dengan
Prinsip Hubungan Penderajatan dan Golongan, dimana golongan yang lebih
dekat menutupi golongan yang lebih jauh dan ahli waris yang derajatnya dekat
menutup ahli waris yang derajatnya lebih jauh. Berdasarkan silsilah keturunan
Alm. JONATAN HARAHAP/Br. NASUTION Para Penggugat tidak terletak pada
golongan dan derajat yang dapat menutupi hak para Tergugat untuk mewarisi
harta peninggalan Alm. JONATAN HARAHAP/Br. NASUTION. Bahkan dapat
dikatakan Para Penggugat masih berada di bawah Tergugat | dan secara adat
Para Penggugat adalah masih merupakan “anak-anak” buat Para Tergugat:

- Penggugat | memanggil “inang uda” (Ibu) kepada Tergugat |

- Penggugat Il memanggil “inang uda” (Ibu) kepada Tergugat |

- Penggugat Il memanggil “oppung” (Nenek) kepada Tergugat |

- Penggugat Il memanggil “namboru” (Bibi) kepada Tergugat Il

- Penggugat lll memanggil “namboru” (Bibi) kepada Tergugat IlI

- Penggugat Il memanggil “inang uda” (Ibu) kepada Tergugat IV

- Penggugat Il memanggil “inang uda” (Ibu) kepada Tergugat V

- Penggugat Il memanggil “namboru” (Bibi) kepada Tergugat VI

- Penggugat Il memanggil “bapa uda” (Bapak) kepada Tergugat VII
- Penggugat lll memanggil “bapa uda” (Bapak) kepada Tergugat VI
- Penggugat Il memanggil “bapa uda” (Bapak) kepada Tergugat IX

- Penggugat Il memanggil “bapa uda” (Bapak) kepada Tergugat X

Bahwa karena derajat Para Penggugat sudah jauh dari ahli waris Alm.
JONATAN HARAHAP/Br. NASUTION maka dengan demikian Para Penggugat
tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut
diatas, maka dengan demikian gugatan para penggugat tidak memenuhi
persyaratan formil, sehingga gugatan para penggugat ini haruslah
dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA
- Bahwa apa-apa yang telah diuraikan dan dikemukakan pada bahagian
eksepsi, secara mutatis mutandis mohon dianggap telah termasuk ke dalam

bahagian pokok perkara dan untuk itu tidak perlu diulangi kembali.
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- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan dari para
penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

- Bahwa para tergugat membantah dalil para penggugat yang menyatakan
masih terdapat sebidang tanah yang belum pernah dibagi Aim. JONATAN
HARAHAP. Penggugat pada halaman 3 poin 2 menyebut “.... ada
meninggalkan sebidang tanah peninggalan yang belum pernah dibagi
keturunannya (ahli waris) yang terletak di Kelurahan Pasar Laguboti,
Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba yang luasnya 70 m (tujuh puluh
meter) X kurang lebih 100 m (seratus meter).....” Jika yang dituntut adalah
pembagian warisan maka luas tanah yang digugat seharusnya adalah
keseluruhan tanah peninggalan, mengapa hanya sebagian saja dengan
ukuran 70m X 100 m? Sisanya kemana, jika memang sisanya sudah terbagi
maka tidak ada lagi alasan untuk meyebut: belum ada pembagian. Secara
logika dalil Penggugat ini justru tidak sejalan dengan dalil pada poin 2 yang
menyatakan JONATAN HARAHAP dan Br. NASUTION telah lama
meninggal dunia, rentang waktu meninggal dunia dan tanggal surat gugatan
diajukan sudah sangat jauh, bahkan telah melewati 5 (lima) generasi,
sungguh tidak masuk diakal dalam tenggang waktu yang sangat lama
tersebut masih saja berdalil belum ada pembagian warisan.

- Bahwa Pasal 830 KUHPerdata menyatakan bahwa: “Pewarisan hanya
berlangsung karena kematian”. Sehingga berlaku asas: begitu seseorang
meninggal, maka detik itu juga segala hak dan kewajibannya beralih
kepada para ahli warisnya (lemort saisit le vif). Berdasarkan Pasal 830
KUHPerdata dan juga asas lemort saisit le vif ini maka yang menjadi ahli
waris dari Aim. JONATAN HARAHAP dan Br. NASUTION adalah seluruh
anak anaknya pada derajat 1.

- Bahwa pada dalil gugatannya di halaman 3 sampai dengan halaman 5 Para
Penggugat telah menguraikan silsilah mulai dari Alm. JONATAN
HARAHAP/Br. NASUTION dengan para keturunannya sampai kepada Para
Penggugat sendiri. Dari uraian tersebut tampak bahwa posisi Para
Penggugat berdasarkan golongan dan derajat pewarisan posisinya sudah
sangat jauh dengan Pewaris itu sendiri.

- Bahwa pembagian warisan berdasarkan KUHPerdata adalah menggunakan
sistem pembagian warisan berdasarkan “penderajatan”: ahli waris yang
derajatnya dekat menutup ahli waris yang derajatnya lebih jauh, untuk itu
maka diadakanlah penggolongan ahli waris yaitu:

Golongan | adalah : Anak, Suami/lstri;
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Golongan Il adalah  : Ayah, Ibu, saudara sah seayah, saudara sah seibu.
Ahli waris golongan Il baru mewaris apabila tidak
ada ahli waris golongan I;

Golongan lll adalah  : Meliputi Kakek, Nenek, dan leluhur selanjutnya ke
Atas;

Golongan IV adalah  : Meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping
dan sanak keluarga lainnya sampai derajat ke
enam;

- Bahwa dari urutan silsilah yang diuraikan dalam surat gugatnnya tersebut
Posisi Para Penggugat bukan sebagai anak pada derajat 1, melainkan
hanya sebagai “cucu dari anak nya JONATAN HARAHAP” Penggugat |
sudah pada derajat ke 3, lalu Penggugat Il juga pada derajat ke 3,
sedangkan Penggugat Ill pada derajat ke 4. Berdasarkan Pasal 841
KUHPerdata dan Pasal 842 KUHPerdata kapasitas para Penggugat untuk
memperoleh warisan dari Alm. JONATAN HARAHAP/Br. NASUTION
menggantikan kakek dan ayah Para Penggugat hanya bisa terjadi jika nyata
nyata dapat dibuktikan kakek dan ayah Para Penggugat tersebut telah
terlebih dahulu meninggal dunia dari pada Pewaris itu sendiri sehingga
dalam hal ini terjadilah pergantian Tempat Mewaris (plaatsvervuling) namun
anehnya pada isi gugatan ini justru sama sekali tidak ada menyebut tanggal
kematian baik mendiang JONATAN HARAHAP maupun tanggal kematian
Br. NASUTION serta leluhur Para Penggugat lainnya untuk membuktikan
siapa siapa yang lebih dahulu meninggal dan siapa yang mengganti tempat
mewatris tersebut.

- Bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan isi surat gugatan yang diajukan
ini adalah sedang menghitung bagian warisan Kakeknya, bahkan
Penggugat Ill sedang menghitung bagian warisan dari buyutnya. Perlu para
Tergugat tegaskan bahwa masing masing anak kandung Alm. JONATAN
HARAHAP/Br. NASUTION pada derajat 1 masing masing sudah
memperoleh bagian waris, dengan demikian secara hukum para generasi
penerus hendaklah menerima harta warisan berdasarkan derajat pewarisan
masing masing.

- Bahwa lagi pula sesuai silsilah yang diuraikannya itu telah terlihat jelas
hubungan kekerabatan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat
sudah berjarak 7 (tujuh) derajat ke samping. Sehingga sangat aneh
mengapa kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan pembagian

warisan kepada Para Tergugat sedangkan diketahuinya hubungan
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kekerabatan diantara mereka sudahlah jauh. Seharusnya Para Penggugat
tidak lagi layak untuk menuntut pembagian warisan ke kerabat yang telah 7
derajat kesamping karena para leluhur dari masing masing Penggugat
sudah menerima bahagiannya.

- Bahwa karena berdasarkan urutan silsilah tersebut maka yang terjadi dalam
perkara ini adalah generasi terakhir sedang mempertanyakan warisan orang
tuanya, bahkan juga Penggugat Ill sudah mempertanyakan bahagian
kakeknya sehingga menurut para tergugat seharusnya surat gugatan tidak
menuntut warisan tersebut kepada para tergugat yang hubungan
kekerabatannya jauhnya 7 derajat ke samping.

- Bahwa menurut KUHPerdata warisan terbuka pada saat pewaris meninggal
dunia. Masa meninggalnya Pewaris JONATAN HARAHAP dan Br.
NASUTION dengan tanggal Gugatan ini diajukan telah melalui rentang
waktu  yang sangat lama, sehingga tidak layak lagi dipertanyakan
pembagian waris pada tingkatan Pewaris JONATAN HARAHAP dan Br.
NASUTION. Beda halnya jika yang terjadi adalah pembagian warisan dari
warisan orang tua sendiri, tentu masih ada kemungkinan atau setidak
tidaknya pada tingkatan Kakek Penggugat sendiri. Pembagian warisan
peninggalan Alm. JONATAN HARAHAP/Br. NASUTION menjadi mustahil
selain telah terlalu lama juga karena memang dalam rentang waktu tersebut
harta peninggalan Alm. JONATAN HARAHAP/Br. NASUTION sudah pernah
dilakukan pembagian.

- Bahwa kemudian pada halaman 5 angka 21 para Penggugat mencoba
mengarang rangkaian kalimat layaknya seperti sebuah pesan dari leluhur,
para tergugat tegas membantah dalil ini, selain mengada ada kutipan pesan
ini juga tidak ada keterangann bersumber dari siapa yang mengucapkan,
kapan diucapkan serta dimana diucapkan dan apakah ada atau tidak bukti
tertulisnya.

- Bahwa baik dalam dalilnya di halaman 5 angka 21 juga di halaman 6 angka
23 maupun dalil dalil lain di surat gugatan para penggugat seolah olah
menggambarkan jika total luas tanah peninggalan Alm. JONATAN
HARAHAP dan Br. NASUTION hanyalah seluas 7.000 M2 (tujuh ribu meter
persegi), tentu dalil ini adalah suatu kebohongan. Para penggugat yang
mencoba mengungkit ungkit tanah warisan Alm. JONATAN HARAHAP dan
Br. NASUTION seharusnya juga menghitung tanah lainnya, termasuk tanah
lainnya di Laguboti maupun tanah lainnya di Hutaimbaru yang masih
merupakan peninggalan Alm. JONATAN HARAHAP dan Br. NASUTION.
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- Bahwa kemudian Para Penggugat dalam dalilnya di halaman 6 angka 24
yang mencoba menarik beberapa perkara lain seperti perkara nomor:
84/Pdt. G/2015/PN.Blg dan perkara nomor: 10/Pdt.G/2016/PN.Blg tidak
lebih hanya sebagai dalil untuk mengelabui perkara nomor 1746 K/Pdt/2019
junto Perkara Nomor 327/Pdt/2018/PT-MDN junto perkara nomor
78/Pdt.G/2016/PN.BIg yang telah ber kekuatan hukum tetap dan sekarang
tinggal menunggu pelaksanaan eksekusinya saja. Bahkan juga kuat dugaan
tujuan pengajuan gugatan dalam perkara aquo adalah hanya sekedar
menghalangi proses eksekusi yang sedang berjalan dalam perkara tersebut.

- Bahwa perlu para Tergugat tegaskan seluruh anak anak Alm. JONATAN
HARAHAP/Br. NASUTION pada derajat 1 masing masing sudah
memperoleh bagian warisnya secara adil dan mereka tidak pernah
bersengketa baik di luar Pengadilan maupun di dalam Pengadilan. Dengan
demikian secara hukum para generasi penerus tidak lagi layak untuk
menuntut pembagian waris leluhurnya, sebab leluhurnya sendiri tidak
pernah mempermasalahkan pembagian warisan mengapa pula generasi
terakhir yang justru mempermasalahkannya.

- Bahwa benar para Tergugat adalah keturunan dan/atau ahli waris Alm.
HENOK HARAHAP. Semasa hidupnya Alm. HENOK HARAHAP ada
memiliki sebidang tanah yang luasnya 7.000 M? (tujuh ribu meter persegi),
terletak di Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten
Toba, Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat menyatakan belum ada pembagian
tanah peninggalan JONATAN HARAHAP/Br. NASUTION. Para Tergugat
perlu menegaskan bahwa sebagai seorang Mantri pada masanya, Alm.
JONATAN HARAHAP memiliki tanah yang luas, tidak hanya +7000 M2
(tujuh ribu meter persegi). Tidak benar dalil para penggugat dalam Surat
Gugatannya di halaman 8 angka 33 menekankan seolah olah bahwa belum
pernah ada pembagian warisan diantara keturunan Alm. JONATHAN
HARAHAP. Perlu Para Ter